
BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 7s TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA

Menimbang

Mengingat

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,
: bahwa dalam rangka pengeluaran kas melalui mekanisme kas
non anggaran untuk pengembalian penerimaan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengelolaan Kas Non Anggaran,

21.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri
Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2754):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400):

3.

4.

5.

6. Undang-Undang ...



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

7.

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang8.
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa,
Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada
Kabupaten/Kota untuk Peningkatan Kualitas Jaring
Pengaman Sosial dalam Penanganan Dampak Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2020,
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16),

14, Peraturan ...



14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 62
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
KAS NON ANGGARAN

PasalI
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Jenis Kas Non Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Kas Non Anggaran meliputi :

1) Potongan Iuran Wajib PNS Daerah,
2) Potongan Tabungan Perumahan,
3) Potongan PPN dan PPh,
4) penerimaan titipan uang muka,
5) penerimaan uang jaminan, dan
6) penerimaan lainnya yang sejenis.

b. Pengeluaran Kas Non Anggaran meliputi:
1) Penyetoran Iuran Wajib Pegawai,
2) Penyetoran Tabungan Perumahan,
3) Penyetoran PPN dan PPh,
4) pengembalian titipan uang muka,
5) pengembalian uang jaminan, dan
6) pengeluaran lainnya yang sejenis.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
Untuk pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b,
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. BUD atau Kuasa BUD meminta persetujuan melalui penerbitan Keputusan

Bupati mengenai penggunaan pengeluaran kas melalui mekanisme non

anggaran, dan
b. Berdasarkan Keputusan Bupati, BUD atau Kuasa BUD melakukan

penyetoran/pengembalian dan/atau pengeluaran lainnya melalui SP2D
Non Anggaran.

Pasal...



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten IndragiriHulu.

20
Ditetap di Rengat
pada /9 Desember

K BUPATI HULU

2
dH. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 1/3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
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H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR ?
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pematang Reba Telp. B (0769) 341010, 341515
RENGAT

Rengat. 44 prarba 2n21

-
Kepada

Nomor : 180/HK 1938 XI 72920 Yth. Bpk. Bupati Indragiri Hulu

di -

Rengat

NOTA PENGAJUAN KONSEPNASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada . Bpk. Bupati melalui Sekda, Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan, Asisten
Administrasi Umum.

Dari
1 Kabag Hukum

Tentang 1 - Draft Peraturan Bupati tentang:
|. Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri

Hulu Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran.

2. Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri
Hulu Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Langkah-Langkah dalam menghadapiAkhir Tahun Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

- Substansi/Materi berdasarkan usulan dan
merupakan tanggung jawab Pengusul.

Lampiran : 2 (Dua) berkas
Untuk Bahan Perimbangan/koreksi
Tanda Tangan Atas Pengusul 1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu

Demikian disampaikan, pertimbangan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak.
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I KHAIRI YENTI .SH.M.Si
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